BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 475.542 / 206 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISESASE 2019

Menimbang

Mengingat

(COVID-19) DI KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

yang telah melanda Indonesia, Provinsi Jawa Tengah dan
Kabupaten Demak telah mengakibatkan banyak orang
terinfeksi/tertular, menyebabkan kerugian harta benda,
terganggunya pembangunan sarana dan prasarana serta
berdampak pada sosial ekonomi dan perekonomian
nasional/daerah;

.bahwa dalam rangka mencegah bertambahnya kasus

COVID-19 dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5
ayat (6) Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Demak, perlu
pemberlakukan  pelaksanaan Pembatasan  Kegiatan
Masyarakat di wilayah Kabupaten Demak yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Demak;

.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

Penyakit Menular;

.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana;



4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial,

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pedoman Dan Pengelolaan Bantuan Bencana,;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan
Terbatas;

12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020
tentang Pembentukan Gugus  Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

14.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional,

15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
Di Kabupaten Demak;

17. Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Demak;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

18.

19.

Keputusan Bupati Demak Nomor 440.1/123 Tahun 2020
tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Demak sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Bupati Demak Nomor
440.1/125 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan
Bupati Demak Nomor 440.1/123 Tahun 2020 tentang
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) Kabupaten Demak;

Keputusan Bupati Demak Nomor 360/192 Tahun 2020
tentang Perpanjangan Status Keadaan Tanggap Darurat
Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Di Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Di Kabupaten Demak, terhitung sejak tanggal
19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020.

Masyarakat yang berdomisili / bertempat tinggal dan/atau
melakukan aktifitas di Kabupaten Demak wajib mematuhi
ketentuan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan dan secara konsisten
menerapkan protokol Kesehatan pencegahan COVID-19 di
Kabupaten Demak.

Jangka waktu pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU, dapat diperpanjang berdasarkan
rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Demak.

Dalam pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19), memerintahkan kepada:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai
kewenangannya melakukan upaya-upaya dan bertugas
untuk koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap
Penghentian pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau
institusi pendidikan lainnya;

b. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melakukan upaya-
upaya dan bertugas untuk koordinasi, monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Bekerja di Tempat Kerja/Kantor; |



KELIMA

c. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
bersama dengan Kementerian Agama Kabupaten Demak,
Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak dan Stake
Holder terkait lainnya melakukan upaya-upaya dan
bertugas untuk koordinasi, monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
di rumah ibadah;

d. Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bersama Satuan
Penegak Disiplin Protokol COVID-19, Kepolisian Resor
Demak dan Komando Distrik Militer 0716/Demak
melakukan upaya-upaya dan bertugas untuk koordinasi,
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tempat umum,;

e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Pembangunan,
Pengembangan dan Penelitian Daerah, Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Satuan Polisi
Pamong Praja, melakukan upaya-upaya dan bertugas
untuk koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada
kegiatan Sosial dan Budaya;

f. Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi
Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Satuan Penegak Disiplin Protokol COVID-19, Kepolisian
Resor Demak dan Komando Distrik Militer 0716 /Demak
melakukan upaya-upaya dan bertugas untuk koordinasi,
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat pada  Moda
Transportasi;

g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan
Camat melakukan upaya-upaya dan bertugas untuk
koordinasi, monitoring, evaluasi dan fasilitasi terhadap
Pemerintah Desa se-Kabupaten Demak dalam rangka
pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) Di Kabupaten Demak.

Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Daerah, Instansi
Vertikal dan Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud
Diktum KEEMPAT berpedoman pada Peraturan Bupati
Demak Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Di Kabupaten Demak dan peraturan
perundang-undangan lainnya yang berlaku, bertanggung
jawab serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada
Bupati.



KEENAM

KETUJUH

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Demak;

d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 19 Juni 2020

BUPATI DEMAK,

-

HM. NATSIR



